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PENETAPAN
Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

\

—

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cuk
Indah Mardianto, SH, yang berkantor di Jagir Sidosermo
7/119 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor
1106/Kuasa/2/2023 tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari

2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal

06 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada
tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.
0465/056/V11/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan.
Kota Surabaya ;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
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suami istri dan bertempat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), namun belum
dikaruniai anak.;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi
sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering
mempermasalahkan nafkah materi yang diberikan Pemohon, Termohon
sering tidak ada kecocokan dalam berbagai hal dengan Pemohon dan
Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon
telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Awal Agustus
2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai
diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 7 bulan.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon
akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua

pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa

Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Surabaya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag
sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2023;
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 16 Maret 2023 :

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon
dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan
kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut
Pemohon menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan
Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa
kepada Cuk Indah Mardianto, SH, yang berkantor di Jagir Sidosermo 7/119
Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan
nomor 1106/Kuasa/2/2023 tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Tergugat, dan Majelis Hakim telah berhasil
mengupayakan perdamaian antara keduanya;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Pemohon adalahantara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang
baik, Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon,
akan tetapi pada persidangan pertama sebelum surar gugatan Pemohon
dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal
82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Milachah, S.Ag;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon
apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal
271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan
dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan
MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam
perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 30 Maret 2023;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8
Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN,
S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan

Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
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H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 1.000.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
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